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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Bank Jabar

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar-belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1960 tentang Peraturan Perusahaan di Indonesia milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Dennis ( De Earste Nederlandsche Indiesche), yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Untuk pertama kali modal dasarnya sebesar Rp. 2.500.000,00 berasal dari Kas Pemerintah Daerah.


PT Bank Karya Pembangunan kemudian disingkat menjadi BKP. Kemudian menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 7/GKDH/BPD/61 Tanggal 20 Mei 1961. untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peratuaran Daerah No. II/PD-DPRD/72 Tanggal 20 Juli 1972. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, terhadap Peraturan Daerah yang merupakan landasan operasional dilakukan beberpa kali penyempurnaan.


Sesuai Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1996, modal dasar Bank Jawa Barat ditentukan sebesar Rp. 250.000.000,00. Aktifitas Bank Jawa Barat sebagai Bank umum, sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa  berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia  No. 28/84/KEP/DIR tanggal 22 November 1992.


Disamping itu BPD Jawa Barat mendapat sebutan Bank Jabar dan logo baru berdasarkan PERDA No. 11 tahun 1995. Dalam rangaka mengikuti dinamika perkembangan perekonomian dan perbaikan, maka bentuk hukum Bank Jawa Barat diubah dari perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasrkan akta pendirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 dan akta perbaikan No. 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Rapublik Indonesia pada Tanggal 16 April 1999.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI BANK JABAR KCP MAJALAYA


[image: image1]

Sumber : PT. Bank Jabar KCP Majalaya
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Jabar KCP Majalaya

Pada Struktur Organisasi diatas menggunakan Struktur Organisasi Garis dimana pada organisasi seperti jenis ini, garis bersama dari kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkat pimpinan. Dalam hal ini seseorang hanya bertanggung jawab pada sstu atasan.

Kebaikan Organisasi Garis : 

· Kesatuan dalam pimpinan dan perintah

· Pengambilan keputusan lebih cepat

· Solidaritas karyawan tinggi

· Biaya rendah

Keburukan Organisasi Garis : 

· Terlalu bergantung pada satu orang (pimpinan). Sehingga, kalau ia tidak mampu, akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi tersebut

· Adanya kecenderungan pimpinan untuk bertindak otokrasi

· Perkembangan kesempatan karyawan terbatas

2.3 Depksripsi Jabatan

· Kepala Pimpinan

1. Merupakan unit kerja yang melakukan fungsi tugas di kantor cabang pembantu

2. Sebagai pengawas pada kantor cabang pembantu

3. Memimpin kantor cabang pembantu dan bertanggung-jawab kepada cabang

4. Bertanggung-jawab terhadap majunya kantor cabang pembantu

· Wakil Pimpinan

1. Menggantikan Pimpinan jika Pimpinan keluar kantor

2. Bartanggung-jawab terhadap maju mundurnya kantor cabang pembantu

· Pelaksana Kredit

1. Menerima dan memproses permohonan kredit

2. Proses monitoring atau pengawas kredit

3. Pengamanan berkas

· Pelaksana Giro 

1. Menerima pendaftaran pembukaan rekening Giro

2. Memeriksa persyaratan permohonan Giro

3. Melaksanakan administrasi Giro

· Kas/Kredit

1. Menerima langsung uang dari nasabah

2. Membayarkan uang kepada nasabah

· Pelaksana Tabungan

1. Menerima pendaftaran penabung baru 

2.  Mencatat slip penyetoran maupun pengambilan (posting)

· Pelaksana Deposito

1. Menerima atau mencatat deposan baru

2. Membayar atau membuat kwitansi bunga

· Pramubakti

1. Melayani segala aktifitas pegawai

· Satpam

1. Menjaga keamanan baik di dalam maupun di luar kantor

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dengan mempertimbangkan perekonomuan dan perbankan nasional yang telah memasuki masa pemulihan, Bank Jabar dalam menetapkan target pasar berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan mempertahankan sebagai retail banking melalui berbagai aktifitas usaha sebgai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Bank Jabar yang telah ditunjuk sebagai Bank operasional III, IV, dan V oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka aktifitas penghimpunan dana disamping diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyrakat juga diarahkan kepada nasabah Corporate maupun Instansi dan Departemen terkait melalui upaya peningkatan mutu layanan dan kegiatan pemasaran.

Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut : 

a. Giro (dalam Rupiah maupun valas)

b. Deposito : 

· Deposito Berjangka Rupiah dan Valas

· Deposito Berjangka Diskonto

· Sertifikat

c. Tabungan :

· TANDAMATA (Tabungan Anda Masa Datang)

· SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah)

· Jabar Okey

· TABAH (Tabungan Haji)

d. Surat Berharga yang diterbitkan (Obligasi)

Pola Syariah, meliputi : 

a. Giro Wadiah

b. Tabungan : 

· Wadiah

· Mudhurabah

c. Depositio Mudharabah

2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai jenis dan sektor usaha terdiri dari :

a. Kredit Umum

· Kredit Modal Kerja

· Kredit Investasi

· Kredit Lainya

b. Kredit Program :

· KUT (Kredit Usaha Tani)

· KKPA-Umum ( diberikan kepada Koperasi primer untuk anggotanya umum)

· Kredit Hutan Rakyat

· KKP (Kredit Ketahanan Pangan)

· PKM (Proyek Kredit Mikro)

· KPKM (Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Mikro)

c. Kredit Pola Syariah

· Kredit Dakabalarea (Kredit Program Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat)

· Kredit Proyeksi Industri Manufacture, dan lain-lain.
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